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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

UU Perubahan Kedua UU PPh 1984 mengandung pilihan kebijaksanaan perpajakan (tax policy option),

antara lain kebijaksanaan perpajakan yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (2) yang mengatur perlakuan

khusus mekanisme pengenaan PPh atas empat macam penghasilan. Dalam tesis ini kebijaksanaan

perpajakan tersebut akan dibahas dari tiga unsur kebijaksanaan, yakni kemudahan administrasi pajak,

kelancaran dana ke kas negara dan keadilan dalam perpajakan.  <br />

<br />

Masalah pokok tesis adalah, pertama: apakah kebijaksanaan tersebut secara empiris memang termasuk

dalam kemudahan administrasi pajak bagi Wajib Pajak?, kedua: apakah kebijaksanaan tersebut telah

mengakibatkan arus dana ke kas negara semakin lancar?; ketiga: apakah kemudahan administrasi pajak

tersebut tetap memenuhi unsur-unsur keadilan dalam perpajakan?, keempat: apakah terdapat korelasi antara

kemudahan administrasi pajak dengan kelancaran dana ke kas negara dan kelima apakah terdapat korelasi

antara kemudahan administrasi pajak dengan keadilan dalam perpajakan?,  <br />

<br />

Hipotesis yang diajukan tentang kemudahan administrasi pajak (variabel bebas) dan kelancaran dana ke kas

Negara (variabel terikat) adalah: H1 terdapat hubungan antara kemudahan administrasi pajak bagi Wajib

Pajak dengan kelancaran dana ke kas negara, sedangkan HO: tidak ada hubungan antara kemudahan

administrasi pajak dan kelancaran dana ke kas Negara. Selanjutnya, mengenai Hipotesis tentang kemudahan

administrasi pajak (variabel bebas) dan keadilan dalam perpajakan (variabel terikat): H1 ada hubungan

antara kemudahan administrasi pajak dan keadilan dalam perpajakan, sedangkan HO adalah tidak ada

hubungan antara kemudahan administrasi pajak dan keadilan dalam perpajakan Sebelum melakukan

pengujian hipotesis, dilakukan verifikasi berdasarkan tabel frekwensi terhadap Variabel X, Variabel Y dan

Variabel Yl  <br />

<br />

Kerangka teori yang digunakan adalah simplification sebagai salah satu unsur utama dalam pembaharuan

perpajakan, ease of administration and compliances scheduler and global taxation, dan equity in taxation

sebagai prinsip pemungutan pajak.  <br />

<br />

Penelitian dilakukan berdasarkan unit analisis persepsi Akuntan Publik dengan menggunakan kuestioner

yang disebarkan kepada 71 responden (Kantor Akuntan Publik) dari 247 (populasi) yang berada di Jakarta.

<br />

<br />

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa mekanisme pengenaan PPh berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU

Perubahan Kedua UU PPh 1984, 85.44% responden menyatakan sebagai suatu kemudahan administrasi
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pajak bagi Wajib Pajak dan 88,0% menyatakan sebagai mengakibatkan arus dana ke kas negara menjadi

lancar. Hanya 29% responden yang menyatakan bahwa kebijaksanaan perpajakan ini sebagai suatu hal yang

adil dalam konsep perpajakan. Selanjutnya, uji korelasi antara Variabel X dengan Variabel Y menunjukkan

koefisisen yang sangat kecil, yakni <1 bahkan terdapat koefisien korelasi yang negatif sehingga dapat

disimpulkan bahwa hanya terdapat korelasi yang rendah antara kemudahan administrasi pajak dengan

kelancaran dana ke kas negara. Selanjutnya korelasi antara Variabel X dengan Variabel Yl juga

menunjukkan koefisen korelasi yang sangat rendah dan koefisin korelasi negatif.  <br />

<br />

Sebagai kesimpulan, kebijaksanaan perpajakan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Perubahan Kedua PPh 1984

secara empiris terbukti sebagai mengandung unsur kemudahan administrasi bagi Wajib Pajak, dan telah

menyebabkan arus dana ke kas negara lebih lancar, akan tetapi tidak seluruhnya mengandung unsur ketidak

adilan.  <br />

<br />

Disarankan supaya kebijaksanaan yang menyangkut ketidakadilan ini tidak dilanjutkan, dan pada waktunya

supaya diganti dengan menerapkan global taxation with one progresive rate structure berbarengan dengan

meningkatnya kualitas pendidikan penduduk warga negara Indonesia.  <br />

<br />

<br />

<br />


